
 
 

 

 
 
 

PERATURAN BUPATI BOGOR 
NOMOR 35 TAHUN 2013 

 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 

TAHUN 2014 
 

BUPATI  BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang 
demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di 
bidang perencanaan pembangunan daerah guna mencapai 
sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Bogor  di tahun 2014, perlu adanya rencana 
pembangunan daerah tahun 2014 yang tertuang dalam 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2014; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

   2. Undang-Undang.... 
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  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4421); 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Nomor 4844); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun                     
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

   11. Peraturan.... 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4463); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741);  

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4816); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

    

   20. Peraturan.... 
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  20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008  Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

  21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2010-2014; 

  22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014; 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 

  26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 28         
Tahun 2010, Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Nomor 0199/M.PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan                 

Nomor PMK.95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2010-2014; 

  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2008 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 

Seri E); 

    

   28. Peraturan.... 



-5- 

  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 

Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 

Seri E); 

  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Nomor 64); 

  30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2008 Nomor 7); 

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11); 

  33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12); 

  34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Nomor 36); 

  35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 

    

   36. Peraturan.... 
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  36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008          

Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Nomor 37); 

  37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2013 Nomor 31 Seri E); 
    

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014. 
    

   BAB I 

   KETENTUAN UMUM 

   Pasal 1 

  Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

  1. Daerah adalah Kabupaten Bogor. 

  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor. 

  3. Bupati adalah Bupati Bogor. 

  4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD 

adalah  Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. 

  5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 

dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. 

  6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya 
yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 

yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan 
kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan 

kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks 

pembangunan manusia. 

  7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses 
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan 

berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya,             
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang 

ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial 
dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka 

waktu tertentu. 

    

    

   8. Rencana.... 
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  8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan 

pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. 

  9. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat 
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 
sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan 

kerangka anggaran. 

  10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP 
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

  11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Bogor yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

  12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Bogor yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

  13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor yang 
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan 

rencana pembangunan tahunan daerah. 

  14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen 

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 

  15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen 

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 

  16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

  17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 

RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

  18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

  19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

    

   20. Strategi…. 
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  20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

  21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah 

daerah untuk mencapai tujuan. 

  22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau 
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat 
Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk 
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah. 

  23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai 
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, 
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya 
tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 
    

   BAB II 

   KEDUDUKAN DAN MUATAN RKPD 

   Bagian Kesatu 

   Kedudukan RKPD 

   Pasal 2 

  (1) RKPD Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, terhitung 
berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2014. 

  (2) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan landasan awal dan penjabaran tahun pertama 

RPJMD Tahun 2013-2018 yang akan disusun untuk periode 
kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih periode Tahun 

2013-2018. 

  (3) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berpedoman pada RPJMD Tahun 2008-2013. 

    

    

    

   Bagian Kedua…. 
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   Bagian Kedua 

   Muatan RKPD 

   Pasal 3 

  RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat : 

  a. rancangan kerangka ekonomi daerah; 

  b. program prioritas pembangunan daerah; dan 

  c. rancangan kerja, pendanaan dan prakiraan maju. 
     

   BAB III 

   MAKSUD DAN TUJUAN 

   Pasal 4 

  Maksud penetapan RKPD Tahun 2014 adalah untuk menjamin 
terciptanya konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas 
pembangunan daerah tahun 2014 yang bersinergi dengan 

perencanaan tahunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. 
    

   Pasal 5 

  Tujuan RKPD Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

  a. terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan 
pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional 

tahun 2014 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan; 

  b. terintegrasikannya program/kegiatan dalam dokumen         
RENJA-SKPD dengan prioritas pembangunan daerah tahun 

2014; dan 

  c. terwujudnya efisiensi dan efektifitas sumber daya dalam rangka 

pembangunan daerah. 
    

   BAB IV 

   FUNGSI 

   Pasal 6 

  RKPD tahun 2014 berfungsi sebagai : 

  a. acuan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 
menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah tahun 

2014; 

  b. pedoman dalam penyusunan akhir RENJA-SKPD; dan 

  c. pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD  

Tahun Anggaran 2014. 

    

    

    

   BAB V…. 
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   BAB V 

   SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD 

   Pasal 7 

  (1) Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2014 adalah sebagai 

berikut : 

   BAB I PENDAHULUAN 

   BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN 

   BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

   BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH  

   BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 

DAERAH 

   BAB VI PENUTUP 

  (2) Isi beserta uraian Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran peraturan ini. 
    

   BAB VI 

   KETENTUAN PENUTUP 

   Pasal 8 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
    

 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

   

   Ditetapkan di Cibinong 

   pada tanggal 31 Mei 2013 
 

 

BUPATI BOGOR, 
 

ttd 
 

RACHMAT YASIN 
 

Diundangkan di Cibinong 
 

pada tanggal 31 Mei 2013 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, 
  

ttd  
  

 NURHAYANTI  

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR 
 

TAHUN NOMOR 37 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 
 

 
HERISON 



 


